BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat
diambil kesimpulan bahwa pertanggungjawaban terhadap perawat
atas malpraktik medik yang mengakibatkan kematian yang terjadi di
Meulaboh, Aceh belum optimal dikarenakan terdakwa melakukan
kelalaian berat yang mengakibatkan kematian bagi korban nya
dihukum pidana penjara selama 2 tahun. Berdasarkan pada frasa
Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan menyebutkan: “Jika kelalaian berat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap tenaga
kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun.” Pasal ini menjelaskan, jika penerima pelayanan kesehatan
mengalami luka berat hingga mengakibatkan kematian akan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, namun pada
kenyataannya tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat
hingga menyebabkan kematian pada kasus di Meulaboh, Aceh justru
hanya dihukum 2 tahun. Penjatuhan pidana ini dinilai kurang
memberikan efek jera terhadap pelaku dan anggota perawat yang
lain. Terlebih tindakan yang dilakukan oleh perawat tersebut dinilai
karena kurang hati-hati dalam melaksanakan tugas profesinya.

Pertimbangan Hakim yang diberikan mengenai kasus yang terjadi di
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Meulaboh Aceh mengenai keadaan yang meringankan terdakwa
termasuk dalam hal umum yang diberikan kepada terdakwa lainnya,
yaitu para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan para
terdakwa belum pernah dihukum. Dalam hal ini tidak ada keadaan
yang meringankan secara khusus bagi para terdakwa, sehingga vonis
hukuman yang diberikan oleh hakim selama 2 tahun bagi para

terdakwa menurut penulis kurang tepat.

B. Saran
Berdasarkan penulisan atas permasalahan dan pembahasan
serta kesimpulan yang telat dipaparkan pada skripsi ini, maka
penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum harus lebih teliti serta bijaksana dan lengkap
dalam melakukan penyelidikan, agar tidak menimbulkan
kerugian bagi keluarga korban. Agar korban juga mendapatkan
keadilan yang seadil-adilnya serta mendapatkan kepastian
hukum. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak
pidana khususnya perawat yang melakukan malpraktik hingga
menyebabkan kematian harus mengacu pada Pasal 84 ayat 2
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan.

2. Bagi masyarakat, diharapkan penulisan hukum ini dapat

memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait
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pertanggungjawaban perawat terhadap tindakan malpraktik
medik yang mengakibatkan pasien meninggal dunia. Masyarakat
dapat memahami mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan oleh
perawat yang melakukan malpraktik hingga menyebabkan
kematian sehingga masyarakat tetap mendapatkan kepastian
hukum guna tercapainya keadilan baik pelaku, korban, keluarga

pelaku dan keluarga korban.
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